
Menimbang

Mengingat

BUPATI PANDEGLANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasd, 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2077 dan dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Pasal 24 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2OlO
tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1O
Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2O10 tentang Sistem
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahlun2O22;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OOO tentang
Pembentukan Propinsi Banten (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 182, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4O10);

2. Undang-Unda-ng Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03
Nomor 47, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan tembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggunglawab Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 440O);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan
kmbaran Nomor 4421);
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5
Nomor 58, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Di.sease 2O19 (COWD-19) dan/atau Dalam
Rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Ta}:un 2O2O Nomor 134, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201O Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (trmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOa Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,ernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahen Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, dan Kecamatan.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}run 2O2O

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2O2l
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Ke{a Pemerintah
Daerah Tahun 2022;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun
2OlO tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor 10 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglalg Nomor 7 Tahun
2OLO tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2017 Nomor lO);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2016 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016
Nomor 6);



Pasal 2

Renja-PD Tahun 2O22 rnerupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
Kabupaten Pandeglang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja-PD Tahun 2022 berpedoman pada Renstra-PD, hasil evaluasi Renja-PD
tahun lalu dan hasil evaluasi Renja-PD tahun be{alan.

Pasal 4

(1) Renja-PD Tahun 2022 sebagatmana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

BABII : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN I.ALU

BABIII : TUJUANDANSASARANPERANGKATDAERAH

BABIV : RENCANAKERJADANPENDANAANPERANGKATDAERAH

BABV : PENUTUP

(2) Renja-PD Tahun 2022 sebagatmana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja-PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman
Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya
disingkat RPKD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)
Tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD
adalah dokumen perencanaErn Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah
dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencErnaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunal APBD.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang

pada tanggal '^;',., - -

B PANDEGLANG,

NARULITA

Diundangkan di Pandeglang

pada tanggal .^ .-_'_ aa1,1

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGI,ANG,

t
FERY DIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 NOMOR ]]

Stamp

Stamp
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dinas Peke{aan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertalahan

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik

Dinas Lingkungan Hidup

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Pariwisata

Badan Pelayanan Pajak Daerah

Dinas Pertanian

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral

Dinas Perikanan

Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung ksung
Sekretariat DPRD

Sekretariat Daerah

Inspektorat
Badan Kepegawaian dan Diklat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kefa dan Transmigrasi

Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pemuda dan Olah Raga

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Dinas Perpustakaan dan Arsip
31.

32.



33. Dinas Kesehatan

34. Kecamatan Sukaresmi

35. Kecamatan Mekarjaya

36. KecamatanSindangresmi

37. Kecamatan Pulosari

38. Kecamatan Koroncong

39. Kecamatan Majasari

40. Kecamatan Menes

41. Kecamatan Sumur
42. Kecamatal: Cimanggu

43. Kecamatan Cibaliung
44. Kecamatan Panimbang

45. Kecamatan Munjul
46. Kecamatan Angsana

47. Kecarnatan Cikedal

48. Kecamatan Picung

49. Kecamatan Sobang

50. Kecamatan Banjar

51. Kecamatan Kaduhejo

52. Kecamatan Pandeglang

53. Kecamatan Cadasari

54. Kecamatan Karangtanj ung

55. Kecamatan Cibitung

56. Kecamatan Carita

57. Kecamatan Cikeusik

58. Kecamatan Bojong

59. Kecamatan Saketi

60. Kecamatan Cisata

61. Kecamatan Cigeulis

62. Kecan:ratan Pagelaran

63. Kecamatan Patia

64. Kecamatan l.abuan

65. Kecamatan Cimanuk

66. Kecamatan Cipeucang

67. Kecamatan Jiput
68. Kecamatan M andalawangi
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